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BIAYA TRANSPORTASI BAGI PENGAWAS PEKERJAAN KONSTRUKSI

Mehirﬁbarig

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YAN G MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR, R

bahwa guna menmgkatkan kelancaran pelaksanaan,

| tugas pengawasan pekerjaan konstruksi maka perluv

memberikan tunjangan transportaSI bagl pengawas»

"pekerjaan konstruksi;

. bahwa berdasarkan pertlmbangan sebagaimana'.

dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturanv‘,
Bupati tentang Biaya Transporta31 bag1 Pengawas N

Pekerjaan Konstruksi;

. ‘Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentangv‘_‘f :

Pembentukan - Daerah daerah Kabupaten ‘dalam:f"
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; '

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari o

Korupsi, Kolusi, dan Nepotiéme (Lembaran Negara -

'Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3831);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 'tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor = 47, Tambahan'f”” c

Lembaran Negara Republlk Indone31a Nomor 4286), o
Undang -Undang Nomor “Tahun 2004 tentang

Perbcndaharaan Negara (Lémbarén Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

‘Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



. .Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengeloiaan dan Tanggung Jawab

Keuangan Negara (Lembaran Negara_ Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan S

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang—undangan o

_ (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2011

- Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 .

10

11.

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repubhk L

Indonesia Nomor 5234),

Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Repubhk

Indones1a Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran"

Negara Republik Indonesia Nomor 5494)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indones1a Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan

-Lembaran Negara Republik Indonesxa Nomor 5587)' o

'sebagalrnana telah diubah beberapa kali terakhlrv S

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Repubhk Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republlk Indone31a o
Nomor 5679). o .

. Pcraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,

Tambahan Lembaran - Negara Republik Indonesia

Nomor 4578); ;
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Taﬁtm 2006 tentang -
Pelaporan Keuangan dan Kinerja In;tanm Pemerintah
(Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Repubhk.
Indonesia Nomor 4614); . o

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

- 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan




Daerah, sébagairhana telah - diubah bebe'raipa kéli ‘
terakhlr' dengan Peraturan Menter1 Dalam Neger1
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas v
Peraturan Menteri Dalam. Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang  Pedoman Pengelolaan Keuangaii

- Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menete}f)kan | ' PERATURAN BUPATI TENTANG BIAYA TRANSPORTASI
- BAGI PENGAWAS PEKERJAAN KONSTRUKSI

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dlmaksud dengan

-1,
2.

-Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsu_r.
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpih

pelaksanaan urusan Pemerintahan yang mehjadi

- kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Karanganyar.
Dmas Pekerjaan - Umum dan Penataan Ruang yang |
selanjutnya disingkat DPUPR adalah Dmas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karanganyar

Pengawas Pekerjaan Konstruksi adalah Pegawal Negerlv o

Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang'

yang ditugaskan menjadi -Pengawas Pekerjaan

y Konstruksi.

. Biaya Transportasi adalah biaya perigganti tra'nspo'rt’as"i‘

yang diberikan kepada pengawas pekexjaan konstruk31 -‘

dalam rangka pelaksanaan tugasnya




2

LT

(2)

(3)

- BABII v
PEMBERIAN TUNJANGAN TRANSPORTASI

Paéal 2
Pemermtah Daerah memberlkan Bxaya Transportasi

bag1 Pengawas Pekerjaan Konstruksi sebesar

RplOO 000,00 (seratus ribu rupiah) per kunjungan

pelaksanaan pengawasan ke loka81 proyek.
Biaya transporta& sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) vdi’berivkan sebagai ganti uang harian dalam

- melaksanakan perjalanan dinas.

BiaYa Trahsportasi_ sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diberikan sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran

: (DPA) per kegiatan.

(4)

Penerima Biaya Transportasi sebagaimana dimaksud = =

pada ayat (1) tidak dapat menerima honor dari

‘pelaksanaan tugas pengawasan.

N BAB III
. PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 3

Pertanggung]awaban Tunjangan Transporta31 sebaga1mana v

dimaksud dalam Pasal 2 berupa:

a.

b.

v pelaksanaari pengawélsan ~dari lokasi proyek yang ‘:‘ o

Surat Perintah Tugas dari Pengguna Anggaran; dan
mengisi daftar hadir serta buku laporan harian

. \diketahui oleh pelaksana proyék.

BAB IV
'PEMBIAYAAN

PaSal 4

Pemberian Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud |

dalam Pasal 2 dibebankan -kepadav Anggaran Pendapatan

dan Belarija Daerah.



"pada tanggal9Januar1 2018 . o
B ,SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

D1undangkand1 Karanganyar o o

BABV
KETENTUAN PENU’I‘UP

Pasal 5

N _v’:"Dengan dltetapkannya Peraturan Bupat1 Cini, maka'l_;ﬂ

. Peraturan Bupat1 Nomor 99 Tahun 2017 tentang Standarﬂj"‘
Blaya Tahun Anggaran 2018 (Berlta Daerah Kabupatenj}: S

o ::‘:F":Karanganyar Tahun 2017 Nornor 99) sepan_]ang mengatur_",;

e b'mengenal honorarlum Pengawas Pekerjaan Konstruksr-_f.-” ’

| dlcabut dan dlnyatakan t1dak berlaku V,

B Pasa16
" Peraturan Bupau ini mulai berlaku pada taﬁggal_, EREC
"-'"a'ffg,dlundangkan - R

- Agar ‘setlap ’ orang rnengetahumya, memerlntahkanf_’f._,

Tpéngi.u‘i}danga’n - Peraturan Bupatl - ini dengan

. | per_levrhpeitar‘;nya‘ dalélm.’, . Be:rvitabﬁ. D_aérah Kabupaten’;*v

. Karanganyar.

' Ditetapkan di Karéhgahya;«

| 'pada tanggal 9 Januarl 2018
L BUPATI KARANGANYAR
owd

. JULIYATMONO

' ttd".
SAM SI

o f',:fBERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2018 NOMOR 10




